
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2 .

3.

4.

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah 
dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 
bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, agar memuat arah kebijakan daerah 
satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten 
Katingan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam 
melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); ' ,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ’l* 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 'n 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 1 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); .

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 'f. 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kaungan Daerah;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
590);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Nommor 35);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2019 Nomor 5) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Nomor 58);

23. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Nomor 35);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
5. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten Katingan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokui 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
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7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
0 PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
kabupaten.

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbang 
atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan 
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan 
penyusunan dan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan daerah.

9. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra 
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) 
tahun.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan 
daerah. J

11. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah 
dokumen perencanaan OPD untuk periode I (satu) tahun.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebelum 
disepakati dengan DPRD.

14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan 
daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 merupakan 
penjabaran atau bagian dari RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 
2018-2023.

(2) RKPD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 merupakan 
acuan penyusunan Renja PD yang meliputi program dan kegiatan 
Perangkat Daerah

(3) RKPD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA, PPAS, dan 
RAPBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021.

(4) RKPD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 memuat 
rencana program dan kegiatan pembangunan yang waktu 
pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2021.

( I
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Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021, 
adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH
BAB VII : PENUTUP

(2) Sistematika penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
(1) RKPD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 dapat diubah 

menjadi RKPD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 
2021 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. k

(2) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan 
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan 
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 
berkenaan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 
berjalan.

(3) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan 
PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita 
acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

(4) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan 
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD 

Pasal 5
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang 
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten 
Katingan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku /
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

(1) RKPD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 beserta 
matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal, 2-01$

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR
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